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‘Ali Fahmi Prioritaskan Perda Heritage
- } YOGYA, TRIBUN - Untuk meminimalisir (
timbulnya kasus-kasus pembongkaran
terhadap bangunan yang diindikasikan
berpotensi termasuk sebagai Bangunan
Cagar Budaya (BCB) Dewan akan membuat
Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur
pelestarian cagar budaya.
. Perda ini dirasa mendesak untuk segera
"+ disusun karena selama ini daerah merasakan
proses penetapan Cagar Budaya oleh Pe-
merintah Pusat memakan waktu yang lama.
Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD
. Kota Yogyakarta, Ali Fahmi rencana
. penyusunan Perda pelestarian cagar
| budaya sebagai tindak lanjut amanat
Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun

: v DOK
HERITAGE - Bangunan cagar budaya di Yogyakarta akan segera
_ diatur dengan Perda yang segera dibahas di DPRD Kota Yogyakarta.

" i Bersambung ke Hal 15

Ali Fahmi _ :

Sambhngénﬁal 9

2010 tentang Cagar Budaya
yang merupakan revisi dari
UU Nomor 5 tahun 1992
tentang Benda Cagar Budaya.

Dengan Perda ini nanti-
nya akan mengatur pelesta-
rian cagar budaya yang ada
di Yogyakarta lebih terperinci
dan banyak memberi wewe-
nang kepada Pemerintah Kota
dalam hal mengatur pelesta-

rian budaya dibanding un-
dang-undang yang sudah ada.

“Kota atau Kabupaten
diberikan wewenang yang
lebih besar untuk pelesta-
rian cagar budaya. Karena
itu Perda ini harus disusun
supaya meminimalisir pe-
ngrusakan bangunan cagar
budaya,” jelasnya sebelum
menggelar rapat bersama

Dewan Pertimbangan Peles-
tarian Warisan Budaya
(DP2WB) di ruang Komisi D
DPRD Kota, Rabu (3/8).
Fahmimenuturkan, sejum-
lah kasus pembongkaran ter-
hadap bangunan yang diindi-
kasikan berpotensi termasuk
sebagai Bangunan Cagar Bu-
daya (BCB) yang timbul sela-
ma ini karena lamanya proses

penetapan cagar budaya oleh
Pemerintah Pusat.

“Karena belum ditetap-
kan sebagai bangunan ca-
gar budaya kadang diman-
faatkan untuk membangun
gedung baru. Kalau dibiar-
kan lama-lama bangunan
cagar budaya bisa hilang
diganti dengan bangunan
baru,” jelasnya. (evn/igy)
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